BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan mengenai

Proses pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk

pembangunan Kantor Camat Payakumbuh selatan, maka sampailah pada bagian

akhir dari skripsi ini.

A

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil

sebagai berikut :

1.

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor camat Payakumbuh
Selatan dimulai sejak sosialisasi pertama pada Bulan Februari 2009 dan
selesai dilaksanakan pada Bulan Desember 2009. Proses Pengadaan
Tanah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor
65 Tahun 2006 tentang-' Pengadaan Tanah -Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

Dari proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Camat
Payakumbuh Selatan pada tahun 2009 dapat ditemukan beberapa
kekurangan dari instrumen hukum yang berlaku pada saat itu. Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tidak mengatur secara detail

dan eksplisit kapan dibentuk panitia pengadaan tanah, hanya dikatakan



bahwa pengadaan tanah dibantu dengan bantuan Panitia Pengadaan tanah
yang dibentuk oleh Walikota ataupun Bupati. Hal ini pun ditemukan
dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Camat
Payakumbuh Selatan, Walikota Payakumbuh mengeluarkan Surat
Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah pada Bulan Agustus
2009 setelah dilaksanakan proses penyuluhan dan inventarisasi semenjak
Bulan Februari 2009. Sehingga pihak yang melaksanakan tahapan
sebelum panitiabehgadaan tahah terbehtuk tidak memiliki legalitas
sebagal panitia Pengadaan Tanah. Sedangkan dalam Perpres 36 Tahun
2005, penyuluhan kepada masyarakat, penelitian dan inventarisasi serta
penelitian mengenai status hukum merupakan tugas Panitia Pengadaan
Tanah.

Sengketa pengadaan’ tanah untuk pembangunan Kantor Camat
Payakumbuh Selatan disebabkan karena adanya kesalahpahaman dalam
hubungan hukum. Kesalahpahaman tersebut yaitu antara pihak yang
menyerahan tanah kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk tempat
pembangunan 'Kantor Camat Payakumbuh Selatan, yaitu Pihak Suku
Simabua yang diwakili Bapak Abdul Ghafar Riva’i dengan Pihak
Penggugat yaitu Kaum Suku Piliang yang diwakili oleh Bapak Nursal.
Jadi, Kesalahan bukan berada pada Pemerintahan Kota Payakumbuh
dalam melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Camat

Payakumbuh Selatan.



B.

3. Sengketa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat
Payakumbuh Selatan diselesaikan dengan jalur Litigasi. Perkara ini
dimenangkan oleh pihak Penggugat. Pihak yang menyerahkan tanah
kepada Pemerintah Kota Payakumbuh selaku tergugat 1 dinyatakan
bersalah karena telah menyerahkan tanah Hak Milik Penggugat kepada
Pemerintah Kota Payakumbuh dalam proses Pengadaan tanah untuk
pembangunan Kantor Camat Payakumbuh Selatan.dengan demikian,
tanah objek pefkéra ‘jatuh kepadka pihak penggugat. Sebagai pemilik asli
tanah, Pihak penggugat menghibahkan tanah objek perkara tersebut
kepada Pemerintah Kota Payakumbuh sehingga tanah tersebut sudah

menjadi milik Kota Payakumbuh.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakandiatas, maka disarankan :

Untuk meningkatkan kelancaran dan meminimalisir sengketa yang timbul
perlu adanya ketelitian dan kecermatan dari Tim Pengadaan tanah. Tim
pengadaan tanah juga harus mempersiapkan diri lebih matang dengan
memahami peraturan yang da baik melalui pelatihan, seminar, agar
memahami tugas dan tanggung jawab sehingga tahapan pengadaan tanah bisa
dilakukan dengan baik. Dalam melakukan tugas juga harus
memepertimbangkan hak hak dan kepentingan masyarakat atas tanah

tersebut, apalagi di daerah Sumatera Barat yang dominan tanah adalah Tanah



Ulayat yang memiliki aturan tersendiri diluar peraturan yang diatur secara

nasional.

Dalam hal ini, agar pihak dari Kerapatan Nagari agar memberikan keputusan
dan pendapat yang membantu proses kelancaran urusan pemerintahan dalam
melaksanakan pembangunan dan memutuskan suatu hal dengan adil dan

sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.



